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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN SISTEM ADMINITRASI PERPAJAKAN  MODERN DI 

KANTOR PELAYANAN PAJAK BAPENDA KOTA PEKANBARU 

OLEH 

HENDRA PASTIAMAN DAMANIK 

NIM : 01676102541 

 

 Sistem administrasi perpajakan modern dan pemahaman wajib pajak 

merupakan alah satu faktor mempengaaruhi kepatuhan wajib pajak, maka perlu 

ditingkatkan pelayanan dan pengawasan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang memberikan fasilitas administrasi yang mengimput data-data wajib pajak 

secara modern. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan di kantor 

Bapenda kota Pekanbaru dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak dan untuk 

mengetahui tata cara administrasi dengan menggunakan teknologi-teknologi 

digital yang lebih optimal dalam pengimputan data dan prosesnya cepat,aman, 

transparan dan adil, metode yang dilakukan metode kualitatif dengan responden 

kepala pegawai kantor Bapenda Kota Pekanbaru dan wajib pajak. Dalam 

mendukung penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder yang 

didapat langsung dari wawancara dan media-media perantara, seperti catatan, 

laporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tanggapan wajib pajak terhadap 

sistem yang modern lebih baik dan lebih signifkan untuk mendapatkan informasi, 

pembyaran dan pencatatan. 

 

Kata Kunci: Sistem Administrasi Perpajakan Modern. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Roda pembangunan Nasional dapat terus bergerak dan perekonomian 

Negara terus bertumbuh karena adanya penerimaan Negara. Bagi Indonesia 

penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara 

yang berkesinambungan dimungkinkan dan layak di bangun adalah perolehan dari 

sektor pajak, karena pajak merupakan pos penerimaan Negara terbesar. 

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Negara kita. Hal 

ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang 

berasal dari iuran wajib pajak, dimana ketentuan pemungutanya diatur dalam 

undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A UUD 1945 Amandemen 

III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi ” pajak dan pungutan nya yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. 

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab 

Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi 

rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan 

peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam  peningkatan 

pembangunan nasional. Pajak sebagai penerimaan tampaknya sudah jelas bahwa 

apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara akan semakin meningkat, 

sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Pajak 

adalah salah satu alat untuk mendistribusi pendapatan dengan cara memungut 
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pajak yang lebih besar bagi warga yang berpenghasilan tinggi dan memungut 

pajak yang berpenghasilan rendah bagi warga yang berpenghasilan kecil. 

Pengusaha harus sadar akan pentingnya pajak dalam bisnis. Selain itu, pengusaha 

juga harus memperhatikan, mempersiapkan, serta mengantisipasi segala 

kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Bila perlu dapat 

melakukan perbaikan atau pembetulan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. 

Untuk itu terdapat berbagai kewajiban administratif yang harus dijalankan seperti 

Faktur Pajak, mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) kemudian menyetorkannya ke 

kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak 

dimana pengusaha tersebut terdaftar. 

Administrasi pajak merupakan salah satu dari tiga unsur penting sistem 

perpajakan selain tax policy (kebijakan pajak) dan tax law (hukum pajak). Setelah 

menyusulnya teknologi yang semakin maju maka saat sekarang ini administrasi 

pajak dan teknologi disatukan menjadi sistem administrasi pajak modern. 

Administrasi pajak modern merupakan suatu cara untuk melakukan pemungutan 

pajak dengan menggunakan elektronik yang bertujuan untuk efektifitas dan 

efisiensi kinerja. Dengan adanya administrasi pajak modern diharapkan semakin 

meningkatnya penerimaan pajak di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. Dengan 

demikian administrasi perpajakan modern juga dapat mempermudah wajib pajak 

terutama bagi para pembisnis atau pengusaha untuk melakukan kewajiban 

perpajakannya. Bapenda Kota Pekanbaru adalah bagian unit kerja pemungutan 
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pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar 

sebagai Wajib Pajak maupun tidak. 

Menurut pendapat Widodo, Atim Widodo, dan Anderas Hendro 

Puspita (2010:19), SISMIOP (sistem informasi dan manajemen objek pajak) 

adalah Sistem yang teritegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek 

pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data 

(melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian) pemberian indetitas objek pajak 

(Nomor objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil 

keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan 

penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui 

pelayanan di suatu Tempat. 

Menurut pendapat Siti Mufaridah (2009:19) mengemukakan bahwa 

Sistem informasi dan menejemen objek pajak (SISMIOP) merupakan Sistem yang 

terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan 

bantuan kmputer, mulai dari pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan 

dan penilaian), pemberian indetitas (Nomor Objek Pajak), pemprosesan, 

pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan 

daftar himpunan ketetapan pajak(DHKP) serta Pelayanan Satu Tempat (PST).  

Selain itu, dengan sistem administrasi perpajakan modern ini, dapat 

mendukung pemerintah dalam mengupayakan terciptanya Good Corporate 

Governance. Wajib pajak juga dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik 

karena didukung oleh sarana danprasarana yang memadai serta pegawai yang 
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profesional. Permasalahan wajib pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat 

dengan kepastian hukum yang terjamin. 

Kriteria Administrasi Pajak yang Baik 

1. Harus dapat mengamankan penerimaan negara. 

2. Berdasarkan aturan Undang-Undang pajak yang sah. 

3. Menyelenggarakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. 

4. Pelaksanaan sesuai dengan peraturan (ruled-based) dan transparan. 

5. Merealisasikan perpajakan yang sah. 

6. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

7. Mencegah segala tindak penyelewengan perpajakan dan memberikan sanksi 

dan hukuman yang adil. 

Karakteristik Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

1. Administrasi pajak dilaksanakan melalui sistem administrasi berbasis 

teknologi informasi. 

2. Wajib Pajak wajib membayar secara online. 

3. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak secara elektronik. 

4. Pemantauan kepatuhan Wajib Pajak secara intensif. 
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Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 dalam 

rangka persiapan menghadapi Reformasi Perpajakan Jilid I. Pada tahun tersebut, 

dilakukan penetapan visi dan misi serta blueprint Reformasi Perpajakan Jilid I 

Reformasi Perpajakan Jilid I 

Reformasi perpajakan ini dimulai pada tahun 2002 hingga tahun 2008. Pelayanan 

satu atap (One stop services) menjadi produk yang diunggulkan dan membawa 

dampak perubahan yang signifikan dalam modernisasi organisasi perpajakan. 

Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak dimulai dengan dibentuknya 2 KPP Wajib 

Pajak Besar, 10 KPP Khusus, 32 KPP Madya, dan 357 KPP Pratama di seluruh 

Indonesia. 

Reformasi Perpajakan Jilid II 

Berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2014, Reformasi ini menitikberatkan 

pada peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mereformasi proses bisnis, dan teknologi 

informasi. Dibuatlah Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan perpajakan 

untuk memberikan panduan baku dalam pelayanan. Produk yang terkenal saat itu 

adalah 16 layanan unggulan DJP yang salah satunya  mengusung janji pembuatan 

NPWP 1 hari kerja. 
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Reformasi Perpajakan Jilid III 

Reformasi ini telah digulirkan sejak tahun 2017 dan memiliki target  hingga tahun 

2024. Reformasi Perpajakan yang terjadi sekarang ini, adalah reformasi terbesar 

dalam sejarah karena melibatkan perubahan dalam lima pilar utama, yaitu 

organisasi, SDM, IT dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan Perpajakan. 

Pada akhir tahun 2020, diharapkan reformasi terkait organisasi, SDM, dan 

peraturan telah rampung. Sedangkan untuk IT dan Basis Data serta Proses Bisnis, 

terus melaju pada tahap pengembangan, support dan perbaikan hingga tahun 

2024. 

Reformasi jilid III  ini berada pada momentum terbaiknya yaitu tepat diusung 

setelah berakhirnya program Tax Amnesty. Perhatian dan kepercayaan wajib 

pajak sedang tertuju penuh pada keberhasilan program Tax Amnesty dan publik 

menunggu proses besar lanjutannya. Dengan pertaruhan itu, Reformasi perpajakan 

jilid III ini harus berhasil dijalankan untuk menjadi institusi perpajakan yang lebih 

kuat, kredibel dan akuntabel. 

Salah satu alasan utama adanya perkembangan ekonomi digital, dan 

perkembangan ekonomi global yang terus dinamis sesuai perkembangan 

zaman. Selain itu basis data yang dimiliki oleh DJP sudah semakin besar dengan 

adanya Tax Amnesty dan program Automatic Exchange of 

Information (AEoI).  Maka sudah menjadi sebuah keniscayaan, bahwa DJP perlu 

kembali berbenah. Sebuah harapan besar tersemat pada reformasi perpajakan kali 

ini. Selain DJP diharapkan dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih 
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baik, DJP juga harus dapat meningkatkan rasio pajak dan kepatuhan wajib 

pajak  sehingga menghasilkan penerimaan negara yang optimal. 

Kantor Bapenda Kota Pekanbaru  suatu organisasi Pelayanan yang 

memiliki visi yaitu menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan pelayanan 

terbaik serta siap membantu dan menuntun wajib pajak demi menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak percontohan bagi seluruh instansi penyelenggaraan pelayanan 

publik di indonesia. Kantor Bapenda Kota Peknbaru mengkonsentrasikan 

sejumlah Wajib Pajak di daerah Pekanbaru dengan cara pelayanan dan 

pengawasan modern dalam suatu wadah yang terkendali. Bapenda Kota 

Pekanbaru disusun berdasarkan fungsi, yang meliputi fungsi penyuluhan, 

pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. 

Jika kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di 

atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik 

sehingga tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi 

pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu 

Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya kebijakan 

perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan 

jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: ”ANALISIS PENERAPAN SISTEM 

ADMINITRASI PERPAJAKAN MODERN DI KANTOR PELAYANAN 

PAJAK BAPENDA KOTA PEKANBARU”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan tentang fenomena-fenomena yang dikemukakan 

diatas, maka penulis merancang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada  

Kantor Bapenda Kota Pekanbaru? 

b. Kendala-kendala dalam Sistem Admnistrasi Perpajakan Modern pada 

Kantor Bapenda Kota Pekanbaru? 

c. Bagaimana pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

terhadap Wajib Pajak? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah “Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Administrasi 

perpajakan modern di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahuI penerapan sistem modern Administrasi 

Perpajakan di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sistem Administrasi 

Perpajakan modern di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Bapenda Kota 

Pekanbaru dalam menangani kendala pemakaian sistem 

Administrasi Perpajakan modern. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern  

yang mampu memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan 

kewajibannya di Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. 

b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan  dan masukan untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan 

penyempurnaan bagaimana penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern bagi Wajiib Pajak, agar pendapatan 

semangkin meningkat dengan adanya administrasi yang baik 

dan informasi yang dapat dimengerti Masyarakat. 

c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam 

menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam 

memahami penerapan sistem administrasi perpajakan modern 

di Kantor Bapenda Pekanbaru. 

1.4 Metode Penulisan 

1. Lokasi Penelitian 

Tujuan penelitian adalah Kantor Badan pendaptan Daerah Kota pekanbaru 

yang berlokasi di Jl. Teratai No.81 Sukajadi, Pulau Karam, Sukajadi, Kota 

Pekanbaru, Riau 28156 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai awal Februari sampai dengan Selesai 

3. Jenis Data 
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Jenis data yang akan dilakukan adalah Data Primer dan Data Skunder. 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui 

Wawancara kepada seksi pengolahan data dan informasi dan pegawai-pegawai 

Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. Data Sekunder adalah data yang di peroleh 

secara tidak langsung, melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, 

dan dokumen melalui Kantor Bapenda Kota Pekanbaru. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Didalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik interview. 

Interview yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak 

Kantor Bapenda Kota Pekanbaru di bagian pelayanan Administrasi perpajakan 

khususnya dan Sub Bagian Umum yang di anggap mampu memberikan data dan 

informasi bagi penyusun penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjut nya adalah yaitu 

mengadakan analisis. Dalam hal penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga di dalam 

permasalahan terungkap dengan Jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam 

bentuk stasistik. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Didalam penelitian Tugas Akhir ini terdapat beberpa Bab dengan uraian 

sebagai berikut : 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Didalam Bab ini di uraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulis. 

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR BAPENDA KOTA    

     PEKANBARU 

Didalam Bab ini Penulis Menguraikan Gambaran Umum Kantor 

BAPENDA Kota Pekanbaru, Tentang Sejarah Singkat, Struktur Organisasi 

Unit Kerja Dan Uraian Tugas Pokok 

BAB III :    TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini berisikan pembahasan, Konsep Administrasi Perpajakan, Definisi 

Pajak dan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Subjek pajak, Pengelompokan 

pajak, jenis pajak, Asas-Asas pajak, Teori-Teori yang mendukung 

Administrasi Perpajakan Modern, Kendala dalam penerapan Administrasi 

Perpajakan Modern dan Usaha-Usaha apa yang dilakukan hambatan-

hambatan dalam proses penerapan Administrasi Perpajakan Modern. 

BAB IV   :  PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah di 

Kemukakan dari beberapa Saran menjadi bahan masukan yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

lAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU 

2.1 Profil Kantor Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Mentri 

Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 

dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru. 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23 Tahun 

1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindak lanjuti dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 
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tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, Sejalan dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan 

Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti 

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas 

Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub Dinas Program 

e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

f. Sub Dinas Penagihan 

g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional. 

2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekan Baru 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang 

digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang 

lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu : 
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“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib 

administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran 

serta masyarakat ” 

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang 

ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab 

Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh 

Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya. 

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

tersedia. 

c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha 

peningkatan Pendapatan. 

d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di 

Bidang Pendapatan. 

e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan 

Daerah. 

2.3 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pendapatan Daerah Pekanbaru 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina 

bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, 
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Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana 

program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau 

rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-

staf kantor. 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang 

meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyususnan program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam 

melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap 

bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan 

maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk 

dapat dijabarkan dan  sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri 

dari: 

a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian 

Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam  data, 

penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, 

monitoring. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan 
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kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan 

rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan 

c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan. 

3. Bidang Pendataan dan Penetapan  

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan 

dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang 

dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian 

terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh 

pimpinan maupun terhadap bahan-bahan 

atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri 

dari: 

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran. 

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan. 

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan. 

4. Bidang Penagihan 

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas 
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membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan 

penerimaan dan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai 

tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan 

olehbawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas 

dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah. 

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah. 

c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain. 

5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan. 

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin olehseorang 

Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, 

pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan 

penerimaan lainlain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai 

tugas 

melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai 

bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang 

diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan 

dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari : 
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a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain. 

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, 

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainya Lingkup Pajak, Retribusi dan 

Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup 

Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok 

Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1   Kesimpulan 

1. Sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi akan 

memudahkan bagi pelayanan dan pengawasan untuk mengawasi wajib 

pajak dan Pegawai-pegawai Kantor Bapenda Kota Pekanbaru dengan 

optimal agar tidak terjadinya kecurangan dari oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. 

2. Penerapan administrasi perpajakan modern di Kantor Bapenda Kota 

Pekanbaru dengan mengikuti Reformasi kebijakan-kebijakan perpajakan 

modern oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak), dalam penerapannya dapat 

dikatakan dengan baik, karena sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku, Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan 

3. Kendala yang mucul dalam penerapan sistem perpajakan modern di 

Kantor Bapenda Kota Pekanbaru adalah ketika wajib pajak yang masih 

kurang paham dengan teknologi (gagap teknologi), jaringan, Up-date 

sistem aplikasi, maka dengan itu Kantor Bapenda Kota Pekanbaru telah  

sigap dalam menangani kendala yang terjadi, dengan memberikan ruang 

kepada Wajib Pajak untuk berkonsultasi atas ketidak pahaman Wajib 

Pajak tersebut. 
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4.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang bisa 

diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk Kantor Bapenda Kota Pekanbaru agar selalu meningkatkan 

pelayanan dan selalu Up-date dalam kemajuan teknologi-teknologi yang 

semangkin modern dan memberikan pelatihan kepada setiap pegawai-

pegawai agar dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan modern 

dapat digunakan secara optimal untuk melayani Masyarakat. 

2. Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

administrasi perpajakan modern, karena masih banyak masyarakat yang 

belum mengerti sistem administrasi pajak yang modern (gagap teknologi). 

3. Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkan mutu 

pelayanan kepada wajib pajak, diharapkan dapat memperoleh pelayanan 

pajak yang lebih baik sehingga permasalahan perpajakan akan dapat 

diselesaikan lebih cepat dengan kepastian hukum lebih terjamin. Hak dan 

kewajiban Wajib Pajak pun akan dilaksanakan dengan lancar sesuai 

ketentuan berlaku. 
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